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Pertamina Tolak Serahkan
Jaminan ke Pengadilan AS

JAKARTA, KOMPAS — Di-
rektur Utama Pertamina Bai-
haki Hakim menegaskan, Per-
tamina menolak memenuhi pe-
rintah pengadilan Ameyika Se-
rikat (AS) Distrik Delaware,
untuk menyetor dana jaminan
2175 juta dollar AS Alasannya,
belum ada keputusan tetap
dari pengadilan menyangkut
putusan arbitrase internasio-
nal dalam kasus klaim Karaha
Bodas Company (KBC) di
pengadilan AS.

Demikian diutarakan Baiha-
ki sebelum mengikuti rapat de-
ngan Panitia Anggaran DPR RI
di Jakarta, Kamis (4/7). Baiha-
ki mengatakan, proses peng-

__adilan AS belum selesai, se-
hingga perintah pengadilan AS
untuk memberikan uang ja-
minan, belum mempunyai ke-
kuatan hukum yang harus di-
patuhi Pertamina.

Menurut Baihaki, proses
hukum yang sedang berlang-
sung, baru merupakan kepu-
tusan sela dari penentuan pu-
tusan arbitrase di pengadilan
AS. Karena itu, Pertamina tak
merasa memiliki kewajiban
untuk memenuhi perintah
pengadilan AS Distrik Dela-
ware yang dikeluarkan pada
tanggal 27 Juni 2002.

Sebelumnya, Konsultan AP-
CO Urusan KBC (Karaha Bo-
das Company), Muhammad
Saleh mengatakan, dana terse-
but untuk menjamin keterse-
diaan pembayaran jika ternya-

ta Karaha Bodas Company me-
menangi gugatannya terhadap
Pertamina, yang mengha-
ruskan BUMN itu memenuhi
putusan arbitrase internasio-
nal membayar sebesar 261 juta
dollar AS (Kompas, 3/7).
Menurut Saleh, kalau kepu-
tusan pengadilan akhirnya ti-
dak memenangkan KBC, dana
tersebut dapat diambil kembali
oleh Pertamina. Perintah untuk
memberikan dana jaminan,
bukanlah perintah membayar
KBC. Dana itu tidak akan digu-
nakan sampai ada keputusan
tetap dari pengadilan atas ka-
sus antara KBC dan Pertamina.
Gugatan KBC terhadap Per-
taminq, muncul setelah peme-
rintah' menunda Proyek Pem-
bangkit Listrik Tenaga Panas-

bumi (PLTP) Karaha Bodas,
tahun 1997. Dalam proyek ini
Pertamina dan KBC bekerja
sama mengeksploitasi sumur
panas bumi Karaha Bodas yang
hasilnya akan disuplai ke pem-
bangkit listrik KBC tersebut.
Karena merasa. dirugikan,
KBC kemudian membawa ma-
salah penundaan tersebut ke
pengadilan arbitrase interna-
sional yang telah menetapkan
Pertamina harus membayar
ganti rugi 261 juta dollar AS
pada bulan Desember 2000.
Meskipun pemerintah telah
menyetujui proyek PLTP Ka-
raha Bodas dapat diteruskan,
namun KBC tetap menuntut
ganti rugi dan tak berminat
melanjutkan proyek tersebut.
Sebenarnya Pertamina sudah
sejak awal menolak keputusan
arbitrase internasional yang
dikukuhkan di pengadilan AS
dengan menolak untuk meme-
nuhi kewajiban hukumnya. Na-
mun, KBC tetap berupaya un-
tuk mendapat bayaran sesuai
keputusan arbitrase dengan
mengajukan gugatan di peng-
adilan Amerika, Kanada, Hong-
kong dan Singapura, untuk
mendapatkan atau mengalih-
kan aset-aset Pertamina hingga
tuntutannya terbayar penuh.
KBC telah dimenangkan
berbagai putusan pengadilan
di sejumlah yurisdiksi, dan saat
ini Pertamina sedang mengaju-
kan banding terhadap putus-
an-putusan tersebut. (soy)
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